Pengadilan Ag8
Telah membaca dan
Telah mendengar keterangan mohon, keterangan saksi- saksi
serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya

tertanggal 21 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadil an Agama Muara Bulian dengan Nomor
64/Pdt.G/2011/PA .Mbl. mengaj ukan permohonan cerai tal ak
terhadap Termohon dengan dalil- dalil sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2005 Pemohon dan

Ter mohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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hukum Kantor

Pemohon.

Termao

5. Bahwa, puncse | 3 : i pada bulan
September tahun on masih tidak mau
diajak pindah rumah yang akibatnya Pemohon dan Termohon
pisah rumah hingga sekarang * 2,5 tahun dan Termohon ingin
hidup mandiri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah
tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil ;-

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Ter mohon tersebut di
atas, Pemohon tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga

dan bermaksud bercerai dengan  Ter mohon dan  Pemohon

bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan- alasan  tersebut di atas,
Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Pemohon mohg
berkenan

diperik

persidang untuk

menghadap meskipun
telah dipanggil tidak ternyata

ketidakhadirannya it sesuatu alasan yang

sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan
telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati  Pemohon
agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon, namun
tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir
di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Termohon tida

Karyawan

g Hari, di
yang pada

pokoknya sebagai be

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah kakak ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan
telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon
pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis selama 2 tahun, kemudian tidak harmonis lagi

sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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adal ah

- Bahwa set€ emoh ohon bertempat

tinggal di on,;” kemudian Pemohon
pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmoni s, kemudian tidak harmonis lagi sering
bertengkar yang disebabkan karena  Termohon kurang
menghargai Pemohon dan sering meninggalkan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah
kepada Termohon, namun Pemohon tetap mengirimkan nafkah
untuk anaknya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh

karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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perkawinan,

maka sesuai de 40 = a - undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Perat ebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang

untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan
Termohon  tidak hadir di persidangan, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke
persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

berusaha
mendamaikan de : ‘ bersabar dan
tetap rukun membina Termohon, namun tidak
berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sebagaimana
dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadil an tidak dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa  sebagaimana tertera dalam  duduk
perkaranya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau di ajak

pindah rumah dan karena Termohon tidak sanggup hidup serumah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

ang selama

Pemohon,
sehingga tersebut
sebagai alat dalam Pasal 283
Rbg. dan 284 jo. ran Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon
jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon berupa
keterangan saksi- saksi telah terdapat kesesuaian antara yang
satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah menemukan
fakta- fakta di persidangan sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahlcaarcas

putusan.mahkamahagt~

Aaung Republik Indonesia

mau diajak

orang tua

atas, d menj adi

penyebab Majelis
Hakim berkesimpu on dan Termohon
telah pecah dan sulit embali, oleh karenanya
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau untuk mewujudkan rumah
tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa beradasarkan pertimbangan- pertimbangan
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah, Pemohon

berpendirian tetap ingin menceraikan Termohon dan jika tetap

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Disclaimer

bagi kedua
belah pih A 3 mohon telah

ercerai an

)

l'ﬁJ h':

(1)
diubah dengan

Undang-

Undang Nomor
Undang- Undang Nomor dan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban
mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak, kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten
Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10
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gan  yang
perkara

ini;

penetapan
ikrar Kepada EN Nikah Kantor
Urusan Aga “Batang Hari  untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sebanyak Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22
Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432
H. oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis,

MASALAN BAINON, S.Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



itu juga

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai - Rp. 6.000, -
Jumlah : Rp.391.000,-
Untuk Salinan sesuai dengan

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Hal. 13 dari 10 hal. Put. No0.64/Pdt.G/2011/PA.M.BI .

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 13
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



